ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia cukup berkembang pesat, dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan dibutuhkan adanya penyediaan dana yang cukup besar,
dimana sebagian dana tersebut di peroleh melalui perbankan. Bank menyediakan
fasilitas yang berupa kredit, mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut,
sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait
mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Salah satu
jaminannya adalah tanah beserta bangunan yang melekat diatasnya, agar terhindar
dari wanprestasi, maka diikatlah dalam proses Akta Pemberian Hak Tanggungan
oleh Notaris PPAT setempat. Tesis yang akan penulis bahas adalah mengenai
tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah perihal pemasangan Hak
Tanggungan pada jaminan kredit dalam proses Akta Pemberian Hak Tanggungan
berdasarkan Surat Kuasa Menjaminkan Hak Tanggungan pada Bank Karya
Remaja Kabupaten Indramayu dan kendala-kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut beserta solusinya.
Penulisan tesis ini dengan metode penelitian yuridis empiris dan diambil
berdasarkan data primer yang berupa wawancara, data sekunder berupa buku,
sumber-sumber hukum lainnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab
terhadap akta yang dibuatnya serta perlindungan terhadap para pihak yang terkait
pada akta tersebut bila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka
yang menjadi acuan pejabat hukum yang berwenang cukuplah akta tersebut tanpa
perlu memanggil kembali Notaris PPAT tersebut karena sudah terwakili dengan
adanya akta yang dibuat tersebut.
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